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Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan
Pada PT Perkebunan Nusantara II1
Januri.SE,MM,M.Si
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ABSTRAK

Untuk mengetahui penerapan fax planning pada PTPN I11 Medan. Untuk
mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang
no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan
kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang
dikumpulkan PTPN III Medan dalam penelitian dan diolah,@@mudian dianalisis
dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskripsi adalah analisis yang
paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum.

Pada hasil penelitian PT, Perl§fjunan Nusantara III perencanaan pajak
vang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi
di PTPN IIT Medan dari tahun 2005-2008 terjadi penurunan laba bersih pada
beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada data perhitungan pajak penghasilan
PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan
dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya
imbalan kjja. scwa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh
Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Kata Kunci: Tax Planning

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara
umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan)
dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, gn operasi
vang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan,

?ujuan utama yang scharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah

memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term

return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan




kekavaan dan mempercayakan pengelolanva kepada perusahaan. Keuntungan
tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan
perpajakan. baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak. setiap
perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan
perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi ahasia umum lagi. jika ada usaha-usaha yang
dilakukan olch wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur
jumlah pajak vang harus dibavar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biava,
schingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk
menguranginya, Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan
bagian dari perencanaan pajak (tax planning). Tujuan vang diharapkan dengan
adanya fax planning ini adalah mengefesienkan pembayaran pajak terhutang
melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. dan membuat data-data terbaru
untuk mengupdate peraturan perpajakan.

Pada umumnya, ?erencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses
merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam
jumlah yang minimal. tctapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun
demikian. perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan
pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap. benar, dan tepat waktu
schingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak vang dibayarkan dapat ditekan

seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.




Langkah selanjutnva adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax
implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan
pajak . dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.
Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak vang akan
dilakukan. Pada umumnya, penckanan perencanaan pajak (tax planning) adalah
untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem sclf assecssment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan
menghitung, menvetor. melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak vang
terutang menurut undang-undang pada suatu asa pajak, bagian tahun pajak
atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jswab alas
kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat
pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak. menghitung jumlah pajak yang terutang
serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). kemudian
menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro,

melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak
terdaftar, untuk dilakukan perckaman data. Schingga dalam hal ini
memungkinkan Wajib Pajak vaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan. untuk
melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai
salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak
untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan
pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping

mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembavaran




atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi
memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum molivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk
memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut rnempengaruhi
pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk
melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan
peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang scngaja dibuat olch
pemerintah untuk memberikan perlakuan vang berbeda atas objek yang secara
ckonomi hakikatnya sama.

Lumbantoruan (2006: 354) mengatakan “Perencanaan pajak adalah sarana
untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
vang diharapkan™

Berikut adalah data laporan laba rugi dari tahun 2011-2015

Tabel I.1

Data Laporan Laba Lugi PTPN III

Uraian 2005 2006 2007 2008
Penjualan Bersih 5.623.839 6.538.893 5.963.806 5.963.806
Beban Pokokl (3.279.90) | (3.714.247) (3.555.083) 3.860.175
Penjualan

Laba Kotor 2.343.933 2.824.646 2.408.723 1.872.343
Penghasilan (29.722) (8.059) (14.414) (71.083)
(Beban) Lain-lain-

Bersih




Bagian Laba Bersihl 21.656 23.442 5.464 4 889
Perusahaan

Asosiasi

Laba (Rugi) 1.366.828 1.686.025 1.164.590 601.188
Sebelum Pajak

Beban Pajak 352.925 425.752 340.899 233.884
Laba Bersih 1.013.903 1.260.273 823.691 367304

Sumber : PTPN III (2008)

Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi
perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25
dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa
pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 aya yang
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan
kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Terjadi penurunan laba bersih sementara menurut Lumbantoruan (2006:
354) mengatakan Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah
mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2004) Analisis perencanaan
pajak penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia dengan hasil peneclitian
Pcrencanaan pajak vang cfektif tidak tergantung kepada scorang ahli pajak yang
professional. akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan
para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap

aktivitas perusahaannya.




Sedangkan pada penelitian vang dilkukan oleh Saragih (2008) Adanva
perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan perhitungan penghasilan
kena pajak, tidak mengharuskan perusaahaan membuat dua laporan keuangan
vang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan perpajakan (koreksi fiscal) sehingga diperoleh penghasilan
kena pajak

LANDASAN TEORI

1. Perpajakan
a. Pengertian Perpajakan
Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara
berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo. 2000).
b. Fungsi Pajak
Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo. 2000) yaitu :
i1 Fungsi Budgctair
2. Fungsi Reguler
c. Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan. sifat. dan pemungutnya
(Mardiasmo, 2000).
2. Akuntansi Pajak

a. Pengertian Akuntansi Pajak




Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi vang diterapkan dengan memakai
tujuan untuk dapat menctapkan besamya jumlah pajak yang terutang. Maka
fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif
vang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat
jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2008).

Eembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan
oleh IAI hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak
sesnai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai
dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam
scbuah proses rckonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan
perpajakan (IA1.2012).

b. Pencatatan Akuntansi PPH 25

gsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan
Pasal 25 vang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap
bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pcmbayaran PPh

Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25  xxx

Kas XXX
Apabila pajak vang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil

dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah

dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah




diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya

oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan XXX

PPh Pasal 28A XXX
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)

XXX

XXX

XXX

XXX

. Jurnal pencatatan

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar

dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum

SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender,

kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi

Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan sctelah Tahun

Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender.

misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni. maka kekurangan pajak

a
wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang

pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pcncatatan olch

perusahaan adalah sebagai berikut;

PPh Badan XXX
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)

Utang PPh pasal 29

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX




Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara. jurnal pencatatannya adalah
sebagai berikut:
Utang PPh Pasal 29 XXX
Kas XXX
3. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

a. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Zain (2003:67) "Tax planning atau perencanaan pajak adalah
merupakan tindakan penstrukturan yvang terkait dengan konsekuensi potensi
pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada
konsckuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat
mengefesienkan jumlah pajak vang akan ditransfer ke pemerintah. melalui apa
vang disebut sebagai penghindaraan pajak (tax avoidance) vang merupakan
perbuatan legal vang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan
perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan “perencanaan pajak adalah sarana
untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditckan screndah mungkin untuk memperolch laba dan likuiditas
vang diharapkan”.

b. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa
manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam
pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting vang dapat diambil sebagai

keuntungan dari melaksanakan 7ax Planning yaitu:




D

2)

3)

4

Penghematan kas keluar. pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat
diefesienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan,
termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan
mengurangi laba, dengan membayar pajak seefesien mungkin perusahaan
dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sckaligus tidak mengganggu
cash flow dari perusahaan.

Mengatur aliran kas, karena dengan fax planning vang dikelola secara
cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat,
mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong
perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan
berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
Menentukan waktu pembayarannya. schingga tidak terlalu awal atau
terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan
dapat dilaksanakan dengan ontime, artinya perusahaan telah melakukan
penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan
dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.

Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.
Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah
setiap waktu, schingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban

dan hak — hak perusahaan sebagai wajib pajak.

¢. Karakteristik Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (fax Planning) vyang diperkenankan menurut

Lumbantoruan (2005 : 2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :




3.Mencari keuntungan sebesar — besamva dari pengecualian dan
potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk
membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan
perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh
perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor.dll

4.Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang
tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp.
600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan vyang akan
dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk
usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada
perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua
kali. yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat
menerima deviden.

5.Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan
dalam mengatur penggunaan tarif pajak. potensi penghasilan yang
diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa
dihapus.

6.Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk
kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk
menunda pembayaran pajak, penghasilan vang dikenakan tarif 30%
dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan
pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan

pada tahun berikutnya




li.iETODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptil
adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta
menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan
membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang
scbenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

[ 16)
B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang
telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau
oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, vakni
peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PTPN III.
C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi
yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder
berupa catatan—catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait
dengan lingkup penclitian ini. Data penclitian mengenai perencanaan pajak,
pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PTPN III Medan
D. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang
dikumpulkan PTPN IIl Medan dalam penelitian dan diolah. kemudian dianalisis
dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskripsi adalah alisis yang

paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam




penelitian ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi.
Minimum, Maksimum, Mean, Standard Deviasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Deskripsi Data
Berikut adalah data laporan laba rugi PTPN I1I Medan tahun 2005-2008:
Tabel IV.2

Data Perencanaan Pajak PTPN III

Uraian 2005 2006 2007 2008
Penjualan Bersih 5.623.839 6.538.893 5.963.806 | 5.963.806
Beban Pokok Penjualan (3.279.90) | (3.714.247) | (3.555.083) | 3.860.175
Laba Kotor 2,343,933 | 2.824.646 | 2.408.723 | 1.872.343
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Bersih (29.722) (8.039) (14.414) (71.083)
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasii 21.656 23.442 5.464 4.889
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.366.828 1.686.025 1.164.590 601.188
Beban Pajak 352925 425.752 340.899 233.884
Laba Bersih 1.013.903 1.260.273 823.691 367.304

Sumber : PTPN III (2008)

Beban Pajak

Terjadi peningkatan beban pajak dari tahun 2011-2015 pada PTPN III Medan dan
nilai pajak tertinggi adi pada tahun 2011 hal ini disebabkan oleh meningkatnya

pendapatan yang dihasilkan perusahaan.

PPH Terhutang




Dari data diatas dapat dilihat PTPN III Medan PPH terhutang mengalami
peningkatan dan penurunan. Nilai PPH terhutang tertinggi terjadi pada tahun
2013.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara I1I Medan
menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak vang
terutang menurut undang-undang pada suatu asa pajak. bagian tahun pajak
atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jswab atas
kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat
pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang
serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pagjak (SPT), kemudian
menyetorkan pajak vang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro,
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak
terdaftar. untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini
memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk
melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai
salah satu bagian dari kecbijaksanaan kcuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak
untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan
pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. hal ini di samping
mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran

atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi

memerlukan waktu dan biaya.




Memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut rnempengaruhi
pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk
melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan
peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh
pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara
ekonomi hakikatnya sama.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya
harus dievaluasi melalui berbagi rencana vyang dibuat. Dengan demikian
keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk
transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak
mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana
harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
Walaupun diperlukan penambahan biava atau kemungkinan keberhasilan sangat
kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh. rencana
tersebut harus tetap dijalankan. Karecna bagaimanapun juga kerugian yang
ditanggung merupakan kerugian minimal.

Terjadi penurunan laba scbelum pajak sementara menurut Lumbantoruan
(2006: 354) mengatakan Perencanaan pajak alah sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan provek juga telah
berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang tejadi
baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas

tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari




suatu perjanjian. vang berkenaan dengan perubahan vang terjadi di luar negeri
atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat
terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu
dilakukan sebagaimana dilakuikan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan
memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi
vang terjadi saat ini. seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yvang
merugikan dari adanya pcrubahan. dan pada saat yang bersamaan mapu
mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat vang potensial.

B. Pembahasan

1. Penerapan Tax Planning pada PTPN I11 Medan

Penerapan Perencanaan pajak penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara ITT
(persero) selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti
perubahan serta perkembangannya dalam menyusun laporan keuangan, schingga
taksiran penghasilan pajak vang terhutang mendekati kebenaran sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak
vang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi
di PTPN III Medan dari tahun 2005-2008 terjadi penurunan laba bersih pada
beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan penurunan
laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan
pajak vang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara 111 Medan
menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang

terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak




atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas
kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat
pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak., menghitung jumlah pajak yang terutang
serta memasukkannyva ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian
menyetorkan pajak yang terutang menurnt SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro,
n melaporkannya ke Kantor Pclayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak
terdaftar. untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini
memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan. untuk
melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai
salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana
untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan”.

Menurut Suandy (2003:7) “Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam
penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan,
perencanaan pajak merupakan upaya legal vang bisa dilakukan oleh wajib pajak”.
Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya
harus dievaluasi melalui berbagi rencana yang dibuat. Dengan demikian
keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk

transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak




mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak vang diinginkan. Kadang suatu rencana
harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat
kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh. rencana
tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang
ditanggung merupakan kerugian minimal.

2. Perbedaan Pencatatan Pajak Dengan Undang-Undang No. 38 Tahun
2008 Dimana Perusahaan Melakukan Pengurangan Biaya Imbalan
Kerja, Sewa Pembiayaan Dan Sumbangan
Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN [II medan terjadi

perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25
dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa
pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 23 aya yang
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan
kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Menurut Zain (2003:67) "Tax planning atau perencanaan pajak adalah
mcrupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsckucnsi potensi
pajaknya. yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada
konsekuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat
mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah. melalui apa
vang disebut sebagai penghindaraan pajak (tax avoidance) vang merupakan
perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan

perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).




?a.rif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang
bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non
Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal
17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa
manfaat yang berguna bagi perusahaan yang mclaksanakan kegiatan usaha dalam
pencapaian laba maksimum.

KESIMPULAN

1.Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak
vang diterapkan belum berjalan efektil‘ ini dapat dilihat pada laporan laba
rugi di PTPN III Medan dari tahun 2005-2008 terjadi penurunan laba bersih
pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan
penurunan laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan
perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan,

2.Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan
perhitungan vang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana
perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan
dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 aya yvang tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja,
biaya sewa, dan sumbangan
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